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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai kelompok 

masyarakat adat yang mendiami berbagai wilayah di indonesia. Masyarakat 

adat memiliki hukum adat yang mengatur tentang kepemilikan atas tanah 

tempat mereka tinggal yang dikenal dengan hukum tanah ulayat. Indonesia 

sebagai payung negara kesatuan Republik Indonesia memiliki hukum 

mengenai tanah dan pengaturannya yang dikenal dengan UU Pokok Agraria 

Nomor 5 Tahun 1960. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki 

pengaturan khusus tentang tanah ialah Kabupaten Pasaman Barat. Di 

Pasaman Barat terjadi konflik antara perusahaan PTPN VI ophir dengan 

masyarakat adat berkaitan dengan penerapan UU Pokok Agraria Nomor 5 

Tahun 1960 tentang tanah ulayat yang dikonversi menjadi HGU. Penelitian 

ini dirumuskan dalam masalah penelitian kepastian hukum pengembalian 

lahan bekas HGU kepada masyarakat adat di Kabupaten Pasaman Barat 

Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

penelitian hukum normatif yaitu dengan cara mengumpulkan sumber-sumber 

bahan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum 

tersebut kemudian dianalisa dengan membandingkan dengan bahan hukum 

lain dan kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

berdasarkan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, peraturan Menteri 

Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 

tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum 

Adat dan UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah ditemukan bahwa tanah ulayat masyarakat adat yang dijadikan HGU 

secara sah dan meyakinkan dapat dikembalikan kepada masyarakat adat 

Kabupaten Pasaman Barat. 

Kata Kunci: Masyarakat Adat, Tanah Ulayat, HGU 
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ABSTRACT 

Indonesia is a country consisting of various groups of indigenous 

peoples who inhabit various regions in Indonesia. Indigenous peoples have 

customary law that regulates ownership of the land where they live, known as 

ulayat land law. Indonesia as the umbrella of the unitary state of the 

Republic of Indonesia has laws regarding land and its arrangements, known 

as the Basic Agrarian Law Number 5 of 1960. One of the regions in 

Indonesia that has special regulations regarding land is West Pasaman 

Regency. In West Pasaman there was a conflict between the PTPN VI Ophir 

company and the indigenous peoples regarding the application of the Basic 

Agrarian Law Number 5 of 1960 concerning ulayat land which was 

converted into Cultivation Rights. This research is formulated in the research 

problem of legal certainty of returning land of ex-use rights to indigenous 

peoples in West Pasaman Regency, West Sumatra Province. The method used 

in this research is normative legal research, namely by collecting sources of 

legal materials related to the topic of this research. The legal material is then 

analyzed by comparing it with other legal materials and then drawing 

conclusions. The results showed that based on the Basic Agrarian Law 

Number 5 of 1960, the regulation of the State Minister of Agrarian 

Affairs/Head of the National Land Agency number 5 of 1999 concerning 

Guidelines for the Settlement of Problems with Customary Rights of 

Customary Law Communities and the Law of the Republic of Indonesia 

Number 22 of 1999 concerning Regional Government It was found that the 

customary lands of the indigenous peoples which were used as Cultivation 

Rights legally and convincingly could be returned to the indigenous peoples 

of West Pasaman Regency. 

Keywords: Indigenous Peoples, Ulayat Land, Cultivation Rights 
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